SALINAN

Tw N
BUPATI SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMEDANG
NOMOR 34 TAHUN 2018
TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 57 TAHUN 2013
TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN
PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN
SERTA MONITORING DAN EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN
SOSIAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi, efektivitas,
efisiensi, dan akuntabilitas pengelolaan hibah dan
bantuan sosial yang bersumber dari APBD serta
penyesuaian terhadap Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial
yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah, Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2013 tentang
Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan
Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan
serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan
Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Sumedang perlu diubah dan
disesuaikan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Nomor
57 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penganggaran,
Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban
dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan
Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumedang;



Mengingat

1.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang
Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten
Subang dengan Mengubah Undang-undang Nomor 14
Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah
Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor
31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 2851;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang
Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

Undang Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang
Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4967);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang
Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5430) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun
2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan
atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang
Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor
138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6084);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tata
Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan
Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5202);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5272);

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Nomor 32 Tahun
2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan
Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah beberapa kali,
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
13 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang
Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang
Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 465);

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5
Tahun 2015 tentang Registrar Nama Domain Instansi
Penyelenggara Negara (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 209);



Menetapkan

18. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pokok-
pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Sumedang Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Nomor 13 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan
Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Sumedang Tahun 2012 Nomor 13, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 7);

19. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Urusan
Pemerintahan Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah
Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 3);

20. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang
Tahun 2016 Nomor 11);

21. Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2013 tentang Tata
Cara Penganggaran, Pelaksanaan, dan Penatausahaan,
Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan
Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Sumedang (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun
2013 Nomor 64) sebagaimana telah diubah beberapa kali,
terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2016
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor
57 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penganggaran,
Pelaksanaan, dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban
dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan
Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumedang
(Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016
Nomor 15);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS
PERATURAN BUPATI NOMOR 57 TAHUN 2013 TENTANG
TATA  CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN
PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN
PELAPORAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI HIBAH
DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG.

Pasal I

Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2013 tentang Tata Cara
Penganggaran, Pelaksanaan, dan Penatausahaan,
Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan
Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Sumedang (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2013
Nomor 64) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan
Bupati:



a.

b.

Nomor 41 Tahun 2014 (Berita Daerah Kabupaten
Sumedang Tahun 2014 Nomor 41);
Nomor 15 Tahun 2016 (Berita Daerah Kabupaten
Sumedang Tahun 2016 Nomor 15);

diubah sebagai berikut:

1.

Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai

berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sumedang.

2. Bupati adalah Bupati Sumedang.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah otonom.

4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan
pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan dewan
perwakilan rakyat Daerah menurut asas otonomi dan
tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-
luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan
Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam
Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945.

5. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban
daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan
daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk
didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan
dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.

6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang
selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan
tahunan Daerah yang ditetapkan dengan peraturan
Daerah.

7. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya
disingkat PPKD, adalah kepala satuan kerja pengelola
Keuangan Daerah yang mempunyai tugas
melaksanakan pengelolaan APBD dan Dbertindak
sebagai bendahara umum Daerah.

8. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat
BUD, adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas
sebagai BUD.

9. Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk
melaksanakan sebagian tugas BUD.

10. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang
selanjutnya disingkat SKPKD, adalah perangkat Daerah
pada  Pemerintah  Daerah  yang melaksanakan
pengelolaan APBD.

11. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya
disingkat SKPD, adalah perangkat Daerah pada
Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/barang.



12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya
disingkat TAPD, adalah tim yang dibentuk dengan
keputusan Bupati dan dipimpin oleh sekretaris Daerah
yang mempunyai tugas menyiapkan serta
melaksanakan  kebijakan Bupati dalam rangka
penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat
perencanaan daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai
dengan kebutuhan.

Bendahara  Pengeluaran PPKD adalah  Pejabat
Fungsional yang ditunjuk untuk menerima,
menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan
mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan
transaksi PPKD.

Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPKD yang
selanjutnya disingkat PPK-SKPKD, adalah Pejabat yang
melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada
SKPKD.

Rencana Kerja dan Anggaran PPKD yang selanjutnya
disingkat RKA-PPKD, adalah rencana kerja dan
anggaran badan/dinas/bagian keuangan selaku
Bendahara Umum Daerah.

Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya
disingkat RKA-SKPD, adalah dokumen perencanaan
dan penganggaran yang berisi program, kegiatan dan
anggaran SKPD.

Dokumen Pelaksana Anggaran PPKD yang selanjutnya
disingkat DPA-PPKD, adalah dokumen pelaksana
anggaran badan/dinas/bagian keuangan dinas
selaku Bendahara Umum Daerah.

Dokumen Pelaksana Anggaran SKPD yang selanjutnya
disingkat DPA-SKPD, adalah dokumen yang memuat
pendapatan dan belanja setiap SKPD yang digunakan
sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.
Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari
Pemerintah Daerah  kepada  pemerintah  atau
pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah,
masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang
secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya,
bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak
secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang
penyelenggaraan urusan pemerintah daerah.

Belanja Urusan Wajib adalah belanja urusan yang
sangat mendasar yang berkaitan dengan hak dan
pelayanan dasar kepada masyarakat yang wajib
diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Belanja Urusan Pilihan adalah belanja urusan
pemerintah yang secara nyata ada dan berpotensi
untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai
kondisi, kekhasan, dan potensi keunggulan Daerah.



22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang
merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha
maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi
perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan
lainnya, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun,
persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi masa,
organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya,
lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak
investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

Lembaga adalah seperangkat hubungan norma-norma,
keyakinan- keyakinan, dan nilai-nilai yang nyata, yang
berpusat pada kebutuhan- kebutuhan sosial dan
serangkaian tindakan yang penting dan berulang
institusi atau lembaga (digunakan) selama periode
waktu tertentu (yang relatif lama) untuk mencapai
maksud/tujuan yang bernilai kolektif (bersama) atau
maksud-maksud lain yang bernilai sosial.

Organisasi Kemasyarakatan adalah organisasi yang
didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara
sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak,
kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk
berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya
tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang
berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Bantuan Sosial adalah pemberian bantuan berupa
uang/barang dari Pemerintah Daerah kepada individu,
keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang
sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang
bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan
terjadinya resiko sosial.

Resiko Sosial adalah kejadian atau peristiwa yang
dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan
sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga,
kelompok dan/atau masyarakat sebagai dampak krisis
sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam
dan bencana alam yang jika tidak diberikan belanja
bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat
hidup dalam kondisi wajar.

Naskah Perjanjian Hibah Daerah selanjutnya disingkat
NPHD, adalah naskah perjanjian Hibah yang
bersumber dari APBD antara Pemerintah Daerah
dengan penerima Hibah.

Miskin adalah orang yang memiliki harta dan
mempunyai penghasilan, tetapi penghasilannya belum
cukup untuk memenuhi kebutuhan minimum bagi
dirinya dan keluarganya yang menjadi
tanggungjawabnya.

Pahlawan adalah gelar yang diberikan oleh pemerintah
kepada seorang warga Negara Indonesia yang semasa
hidupnya melakukan tindak kepahlawanan dan
berjasa sangat luar biasa bagi kepentingan bangsa dan
Negara.



30. Kurang mampu adalah seseorang atau keluarga
masyarakat yang karena pertimbangan sosial ekonomi
tidak dapat memenuhi kebutuhannya sesuai dengan
standar yang berlaku menurut peraturan perundang-
undangan.

31. Situs Web adalah koleksi dokumen format html dari
suatu lembaga pemerintahan pusat dan daerah dalam
web server.

32. Sauyunan.sumedangkab.go.id adalah aplikasi sistem
pengelolaan Hibah dan Bantuan Sosial di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Sumedang.

2. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 4

(1) Pemerintah Daerah dapat memberikan Hibah kepada:
a. pemerintah pusat;

b. pemerintah daerah lainnya;

c. badan usaha milik negara atau badan usaha milik
daerah; dan/atau

d. Badan, Lembaga, dan Organisasi Kemasyarakatan
yang berbadan hukum Indonesia.

(2) Pemberian Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan  setelah  memprioritaskan pemenuhan
Belanja Urusan Wajib dan Belanja Urusan Pilihan.

(3) Pemberian Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran
program dan kegiatan Pemerintah Daerah dengan
memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas,
dan manfaat untuk masyarakat.

(4) Pemberian Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
memenuhi kriteria paling sedikit:

a. peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;

b. bersifat tidak wajib, tidak mengikat, dan;

c. tidak terus menerus setiap tahun anggaran,
kecuali:

1. kepada pemerintah pusat dalam rangka
mendukung  penyelenggaraan  Pemerintahan
Daerah untuk keperluan mendesak sesuai
dengan  ketentuan  peraturan  perundang-
undangan; dan/atau

2. ditentukan lain oleh peraturan perundang-
undangan,;

d. memberikan nilai manfaat bagi Pemerintah Daerah
dalam  mendukung  terselenggaranya = fungsi
pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
dan

e. memenuhi persyaratan penerima Hibah.

3. Ketentuan Pasal 5 dihapus.



4. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 6

(1) Hibah kepada pemerintah pusat sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a diberikan kepada satuan
kerja dari kementerian/lembaga pemerintah non
kementerian yang wilayah kerjanya berada dalam
Daerah yang bersangkutan.

(2) Hibah kepada pemerintah daerah lain sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b diberikan
kepada daerah otonom baru hasil pemekaran daerah
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

(3) Hibah kepada badan usaha milik negara sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c diberikan
dalam rangka untuk meningkatkan pelayanan kepada
masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

(4) Hibah kepada badan usaha milik Daerah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c diberikan
dalam rangka untuk meneruskan hibah yang diterima
Pemerintah Daerah dari pemerintah pusat sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Hibah kepada Badan dan Lembaga sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d diberikan
kepada Badan dan Lembaga:

a. yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang
dibentuk  berdasarkan = peraturan = perundang-
undangan;

b. yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang telah
memiliki surat keterangan terdaftar yang diterbitkan
oleh menteri, gubernur atau bupati/wali kota; atau

c. yang bersifat nirlaba, sukarela bersifat sosial
kemasyarakatan berupa kelompok masyarakat/
kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih
hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat,
dan keberadaannya diakui oleh pemerintah pusat
dan/atau Pemerintah Daerah melalui pengesahan
atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau
kepala satuan kerja perangkat daerah terkait sesuai
dengan kewenangannya.

(6) Hibah  kepada Organisasi Kemasyarakatan yang
berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d diberikan kepada
Organisasi Kemasyarakatan yang berbadan hukum
yayasan atau Organisasi Kemasyarakatan yang
berbadan hukum perkumpulan yang telah mendapatkan
pengesahan badan hukum dari kementerian yang
membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.



5. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 7

(1) Hibah kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 4 huruf a dilakukan dengan ketentuan:
a. Hibah dimaksud sebagai penerimaan negara; dan/

atau

b. hanya untuk mendanai kegiatan dan/atau

penyediaan barang dan jasa yang tidak dibiayai dari
anggaran pendapatan dan belanja negara.

(2) Hibah kepada pemerintah daerah lain, badan usaha
milik negara atau badan wusaha milik Daerah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dan huruf

C

dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang

undangan.
(3) Hibah kepada Badan dan Lembaga sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5) diberikan dengan
persyaratan paling sedikit:
a. memiliki kepengurusan di daerah domisili;
b. memiliki keterangan domisili dari lurah/kepala desa

C.

setempat atau sebutan lainnya; dan

berkedudukan dalam wilayah administrasi
Pemerintah Daerah dan/atau Badan dan Lembaga
yang berkedudukan di luar wilayah administrasi
Pemerintah Daerah untuk menunjang pencapaian
sasaran program dan kegiatan Pemerintah Daerah
pemberi Hibah.

(4) Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6) diberikan dengan
persyaratan paling sedikit:

a. telah terdaftar pada kementerian yang membidangi

urusan hukum dan hak asasi manusia paling
singkat 3 (tiga) tahun, kecuali ditentukan lain oleh
peraturan perundang-undangan;

berkedudukan dalam wilayah administrasi
Pemerintah Daerah yang bersangkutan; dan

memiliki  sekretariat tetap di daerah yang
bersangkutan.

6. Ketentuan Pasal 8 ayat (1) diubah serta diantara ayat (1)
dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (la),
sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

(1)

Pasal 8

Pemerintah pusat, pemerintah daerah lain, badan
usaha milik negara atau badan usaha milik Daerah,
Badan dan Lembaga, serta Organisasi
Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 4 dapat menyampaikan usulan Hibah
uang secara tertulis maupun melalui Situs Web
sauyunan.sumedangkab.go.id kepada Bupati.



(1a) Permohonan belanja Hibah uang melalui Situs Web
sauyunan.sumedangkab.go.id sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengisi
daftar isian sebagaimana disediakan dalam Situs Web
sauyunan.sumedangkab.go.id.

(2) Bupati menunjuk SKPD terkait untuk melakukan
evaluasi usulan Hibah uang sebagaimana dimaksud
pada ayat (1).

(3) Penunjukan SKPD yang melakukan evaluasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sesuai dengan
bidang penyelenggaraan urusan pemerintahan.

(4) Kepala SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3),
dalam melakukan evaluasi dapat membentuk tim
evaluasi.

(5) Kepala SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4),
melakukan evaluasi atas usulan/proposal yang
masuk dan dituangkan dalam berita acara hasil
evaluasi.

(6) Kepala SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (5),
menyampaikan hasil evaluasi berupa rekomendasi
kepada Bupati melalui TAPD.

(7) TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (6) sesuai dengan
prioritas dan kemampuan Keuangan Daerah.

(8) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6)
dapat berbentuk rekapitulasi.

(9) Ketentuan mengenai format berita acara hasil
evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan
rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6),
serta rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(8) tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati
Nomor 57 Tahun 2013 tentang Tata Cara
Penganggaran, Pelaksanaan, dan Penatausahaan,
Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring
dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang
Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Sumedang.

7. Ketentuan ayat (4), ayat (8), ayat (9), dan ayat (10) Pasal 18
diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18
(1) Penerima belanja Hibah berupa uang mengajukan
permohonan pencairan kepada Bupati melalui SKPD
terkait sesuai bidang urusannya dengan dilengkapi
lampiran persyaratan sebagai berikut:

a. surat permohonan pencairan Hibah yang
ditandatangani oleh pimpinan/ketua;

b. fotokopi keputusan pengangkatan terakhir dalam
jabatan bagi penerima Hibah pemerintah pusat,
pemerintah daerah lain, BUMN dan BUMD;

c. fotokopi rekening (giro/tabungan) atas nama
pemerintah pusat, pemerintah daerah lain, BUMN
atau BUMD, Badan, Lembaga dan Organisasi
Kemasyarakatan;



(2)

(3)

(4)

()

(6)

(7)

d. fotokopi KTP ketua dan bendahara penerima Hibah
bagi Badan, Lembaga dan Organisasi
Kemasyarakatan;

e. rincian rencana penggunaan dana dan fotokopi
proposal awal;

f. kwitansi tanda terima bantuan rangkap empat,
satu asli bermaterai, yang ditandatangani  oleh
penerima bantuan yaitu pimpinan pemerintah
pusat, pemerintah daerah lain, BUMN atau
BUMD, ketua dan bendahara Badan, Lembaga dan
Organisasi Kemasyarakatan;

g. pakta integritas dari penerima Hibah atas
penggunaan dana baik secara formal maupun
materiil dan kesanggupan membuat laporan
pertanggungjawaban keuangan, ditandatangani di
atas materai oleh pimpinan/ketua; dan/atau

h. dokumen pendukung lainnya, seperti akta notaris
pendirian organisasi, keputusan menteri hukum
dan hak asasi manusia tentang pengesahan badan
hukum, keputusan pembentukan organisasi,
dan/atau keputusan tentang susunan
kepengurusan.

Surat permohonan pencairan hibah sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf a, bagi Badan, Lembaga

dan Organisasi Kemasyarakatan harus diketahui oleh
kepala desa/lurah dan camat setempat.

Pencairan belanja Hibah berupa uang dengan nilai di

atas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dilakukan

dalam 2 (dua) tahap.

Pencairan tahap pertama diajukan paling banyak 50%

(lima puluh persen) dari nilai pagu belanja Hibah

kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

Persyaratan pencairan Hibah uang di atas

Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk tahap

pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan

tahap kedua ditambah dengan laporan penggunaan
dana tahap pertama yang sudah diverifikasi oleh

SKPD.

Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dan ayat (5) SKPD melakukan verifikasi terhadap

kelengkapan administrasi dan membuat NPHD

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (6).

SKPD terkait mengajukan permohonan pencairan

belanja Hibah kepada Bupati melalui PPKD

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan dilampiri
persyaratan sebagai berikut:

a. berita acara  hasil verifikasi administrasi
kelengkapan persyaratan permohonan pencairan
Hibah oleh tim verifikasi;

b. surat keterangan hasil verifikasi administrasi
kelengkapan persyaratan permohonan pencairan
Hibah yang ditandatangani oleh Kepala SKPD;



(8)

()

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

c. fotokopi rekening (giro/tabungan) atas nama
pemerintah pusat, pemerintah daerah lain, BUMN
atau BUMD, Badan, Lembaga dan Organisasi
Kemasyarakatan;

d. fotokopi KTP ketua dan bendahara penerima
Hibah bagi Badan, Lembaga dan Organisasi
Kemasyarakatan;

e. kwitansi tanda terima bantuan rangkap 4 (empat),
satu asli bermaterai, yang ditandatangani oleh
penerima bantuan yaitu pimpinan pemerintah
pusat, pemerintah daerah lain, BUMN atau BUMD,
ketua dan bendahara Badan, Lembaga dan
Organisasi Kemasyarakatan; dan

f. pakta integritas dan surat pernyataan
pertanggungjawaban dari penerima Hibah atas
penggunaan dana baik secara formal maupun
materiil dan kesanggupan membuat laporan
pertanggungjawaban keuangan, ditandatangani di
atas materai oleh pimpinan/ketua.

PPKD memerintahkan kepada Bendahara

Pengeluaran untuk menerbitkan Surat Permintaan

Pembayaran (SPP).

Bendahara Pengeluaran PPKD melakukan

pengecekan persyaratan sebagaimana dimaksud pada

ayat (7).

Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada

ayat (7) sudah terpenuhi, Bendahara Pengeluaran

PPKD menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran

(SPP).

Pejabat penatausahaan keuangan PPKD memeriksa

berkas SPP dan dokumen persyaratan pencairan yang

diajukan Bendahara Pengeluaran PPKD wuntuk
diterbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) LS.

SPM ditandatangani oleh PPKD dan diajukan kepada

kuasa BUD untuk diterbitkan SP2D setelah

dilakukan verifikasi terlebih dahulu terhadap
persyaratan  pencairan sebagaimana dimaksud

pada ayat (7).

Penerima Hibah mencairkan SP2D pada bank yang

ditunjuk.

Ketentuan mengenai format rincian rencana

penggunaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dan kwitansi, pakta integritas, surat pernyataan

pertanggungjawaban, laporan penggunaan belanja

hibah tahap pertama sebagaimana dimaksud pada
ayat (5) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
ayat (7) tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati

Nomor 15 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua

atas Peraturan Bupati Sumedang Nomor 57 Tahun

2013 tentang tentang Tata Cara Penganggaran,

Pelaksanaan, dan Penatausahaan,

Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring

dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang

Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah Kabupaten Sumedang.



8. Ketentuan Pasal 27 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 27

(1) Bantuan Sosial berupa uang kepada individu dan/atau
keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf
a, terdiri atas Bantuan Sosial kepada individu dan/atau
keluarga yang direncanakan dan yang tidak dapat
direncanakan sebelumnya.

(2) Bantuan Sosial yang direncanakan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dialokasikan kepada individu
dan/atau keluarga yang sudah jelas nama, alamat
penerima dan besarannya pada saat penyusunan APBD.

(3) Bantuan sosial yang direncanakan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) berdasarkan usulan dari calon
penerima dan/atau atas usulan kepala SKPD.

(4) Jumlah pagu usulan kepala SKPD sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) paling tinggi 50% (lima puluh
persen) dari pagu Bantuan Sosial yang diusulkan oleh
calon penerima.

(5) Bantuan Sosial yang tidak dapat direncanakan
sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dialokasikan untuk kebutuhan akibat Resiko Sosial yang
tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan APBD
yang apabila ditunda penanganannya akan
menimbulkan Resiko Sosial yang lebih besar bagi
individu dan/atau keluarga yang bersangkutan.

(6) Pagu alokasi anggaran yang tidak dapat direncanakan
sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak
melebihi pagu alokasi anggaran yang direncanakan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

9. Ketentuan Pasal 31 ayat (1) diubah serta diantara ayat (1)
dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (la),
sehingga Pasal 31 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31

(1) Anggota/kelompok masyarakat menyampaikan usulan
Bantuan Sosial uang baik secara tertulis maupun
melalui  Situs Web Sauyunan.sumedangkab.go.id
kepada Bupati.

(1a) Permohonan belanja Bantuan Sosial melalui Situs Web
Sauyunan.sumedangkab.go.id sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan dengan mengisi daftar isian
sebagaimana disediakan dalam Situs Web
Sauyunan.sumedangkab.go.id.

(2) Bupati menunjuk SKPD terkait untuk melakukan
evaluasi usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Penunjukan SKPD yang melakukan  evaluasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan
dengan keputusan Bupati.

(4) Kepala SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
menyampaikan evaluasi atas usulan/proposal yang
masuk dan dituangkan dalam berita acara evaluasi.

(5) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi
kelengkapan persyaratan, dan kewajaran atas besaran
biaya yang diusulkan.



(6) SKPD terkait yang melakukan evaluasi sebagaimana

dimaksud ayat (2), dapat membentuk tim evaluasi.

(7) Kepala SKPD terkait sebagaimana dimaksud pada ayat

(3) menyampaikan hasil evaluasi berupa rekomendasi
kepada Bupati melalui TAPD.

(8) TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi

sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sesuai dengan
prioritas dan kemampuan keuangan daerah.

(9) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7)

(10)

(11)

dapat berbentuk rekapitulasi.

Ketentuan mengenai format berita acara evaluasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (4), rekomendasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (7), dan rekapitulasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (9) tercantum dalam
Lampiran Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2013
tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, dan
Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan
serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan
Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Sumedang.

Tata cara penganggaran bantuan sosial yang
bersumber dari dana spesifik berpedoman pada
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar

setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 4 Juni 2018

Pjs. BUPATI SUMEDANG,
ttd

SUMARWAN HADISOEMARTO

Diundangkan di Sumedang
pada tanggal 4 Juni 2018

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG,

ttd

AMIM
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Salinan Sesuai dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,
ttd
UJANG SUTISNA
NIP. 19730906 199303 1 001



